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PEMERINTAH KABUPATEN PACIT AN

- PI_iRATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

'NOMOR 12 TAHUN 2002 -
'IEN'I'ANG

REIRIBUSI PEMERIKSAAN ALATPEMADAM KEBAKARAN

Mnlimbaos?

Mongingat

DENGAN RAHMAT'IUHAN YANG MAHA ESA
BUPA'II PAC]TAN

" bshwa dalam rangka panogkatan Pandapataﬁ Asli Daersh, ﬁuna '

pembiayaan penyelenggaraan pemeriatahan dan pembaugmen daerah,

perlu peuggalian suber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
. babwa dengen ditetipkamya Paraham Pemenntab Nomor 66 Tﬂux

2001 tentaog Retribusi Daersh, retribusi pemerikxaan alat pemadam
kebakaren mengiaken RohxbunDaerah -

. 'babwa mtd mennmgut retnbun sobagaxmana d:maksud pada lnm:f' a,. :
 perlu d:tetapkao dalam Peraturan Daerah.

. Undwg-Undang Nomor 12 talam 1950 tentang Pembentukan Daersh-
- daerah Kabupsten Dalam Linglomgaa Propiasi Jawa Timur ; _

2. Undamg-mdsng Nomor 1 Tidnm 1970 tenlang Keselamatan Kerja
- (lLembaran Negara Talam 1970 Namnor l Tambalnm Lembaran Nogma

Nomor 2918);

. Undang-Undsng Numor 8 Tﬂnm 1981 tentaog Hukmn Acara Pidama

(Lembaran Negara Talum 1981 Nomor 76, Ta nba:han Lendaran Nogara

" Nomor 3209); | | |
. Undangmdang Nomor 18 Tatam 1997 't'eot'ang Psjak Daersh dan

Retribnsi Daerah (Lembaran Negara Talun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telal dhidbab dengan Undang-
undang Nomor 34 Talum 2000 (Lembaran Negara - Talnm 2000 Nomor

o 246 Tambahao Lentbaran Negara Nomor 4048).

, Undang-Undang Nommmr 22 Tilum 1999 tentaog Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Talm 1999 Nomor 60, Tambﬂ:m Lembaran
Negara Nomor 3839); .

s



Menetapkm

6. Peraturan Pemerintsh Nomor 27 Tahan 1983 teotang Pelaksanaan
' Undang-Uodang Nomor 8 Tabuo 1981 Teotmg Hikum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahao Lembarao Negara

i ]

Nomor3258), ' ,‘-_.‘_._ ST o

7. Perah:raa Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenaugan
Pemerintah dan Keweoangan Propinri Sebagai Daersh Otfonom
 {Lembaran Negara - Tahua - 2000 - Nmnor - 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor3952). c o o

8. Pmtuan Penntah Nomor 66 Tahun 2001 tentaog Retribusi Daerah _

(Lembarm Negara- Tahan 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139); . ... _

9. Keputusan Menteri: Dalam Negeri Nomor 4 Tahan 1997 teotang
Penyldik Pegawan Negerl Snpnl de Pemerintah Daerah ;

10. Kepmman Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tabun 1997 fentang
- - Pedoman Tata Cma Pemungutan Refribusi Daerah ;

IL Keputusm Menteri Dalsm Negeri Nomor 175 Tobhun 1997 tentang |

PedommTataCmPemmhathbndmg Retribusi Daerah ;

12. Kepmman Menteri Dalam Negeri dan Otoooml Daerah Nomor 21

" Trinm 2001 tentang .Telmik Puyusman dan Materi Muatan Produk--

produk Hrimm Daerah ; .
13, Kepumm Menteri Dalam Negerl dan Otooomi Daersh Nomor 22

. Tahan 2001 tentang Benhd Procdc-produk Hulaim Daerah ; oL

14, Peraturm Daéral; Kabnpaten Daersh Tiﬁght II Pacitan Nomor 7 Tudinn

- 1988 tentang Penyidik Pegawai Negerl Sqnl Dlllnghmgan Pemerinirh s

~ Kabupaten Pacitaa, .
: Dengm persemjuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- KABUPATEN PACTTAN

"MEMUTUSKAN:

PERA'I'URAN DAERAH KABUPATEN PACTTAN TDITANO

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

. B A B I.
KEIENTUAN UMUM
- Pasal 1
Dalain Perainran Daerah ini yang dimaksud dengm
a. Daerrh, adalah Kahupaten Pacitaa . -
b. Pemerintrih Daerrh, adalrh Pemerintah Kabupaten Pacitan

¢. KepalaDaerah, adaleh Bupati Paciten.
d.. Alat pemadam kebrkaran, adalah alat uotuk memadamkan kebakaran

~ beropa tsbung dan hydraot.



e. . Alst perlenglopan pemadam, adalsh alat atau bahan yang digunakan

“untuk meleoglawpi alat-alat pemadam kebicaran, seperti jenia ldmia

~ bempa busa Co2 dan gas dry powder serta kelangkayaa hidrant

£ Refribusi pemeriksaan ‘alat pemadam kebakaraa yang selmjﬂoyal- -

disebut Retribusi, adalah pvm‘lnqraraa stas jasa pemerikssan alat
.-, pemadam kebakaraa .

. g Wajib Retribusi, adalsh orang pnbadl atau badan yang meadapat Jasa_ .

. pemeriksaau alat pemadan kebakaran

. b . Pemerikssan, . adalah _serangkeian. keglatan untuk menjaga telq)" -
:, . . berfimgsinya alat pemadam imbakaran;
‘ i. . Surat Ketatupan Retribusi Daeraht yang selanjutnya disingkst SKRD

. ... adalsh surat keputusan yang meneohdam besaenya junlab retribusi yang
. . - teintang;

.. " j..Peoyidikan tindak pidana dibidang ‘Relribusi Daersh, adalah

*_ serangkaisn tindakan yang dilalodmn oleh Penyidik Pegawai Negeri
- Sipil yang selanjuinya dgat disetmt Penyidik, untuk mencari serta

o mengnmpulkan bukti yang deogan bukti itn membuat terang tindak

o 5 pidana dnbldans reinbun yang terjadi serta menenndcan tersangimnya,

S  BABI
o NAMA OBYEK DAN SUBYEX REIRIBUSI
- ' Pasal 2 -

, Dengan nama retnbull pemenlﬂlam alat pemadam Imbalmran dipungut |

retribiari sebagal pemigyarao atas Jasa pemerilmam alat pemadam

i bl

| Pa_sala

o (i) Obyek Retribusi adalsh pelayanan pemerilaaan alat pemadam

.- kebakaran yang dilskidean olah Pemerintah Daersh terhadsp alat-alst
- penmdam kebalmran ysng dimilild oleh orang pribadi maupua badan ;

e (2) Wa_ub relnbusl yang telah mendapat pelayanan pemenlmam: alat

. pexmdam  kebakaran sebagsimana dimakeud pada ayat (1) wxglb
nmnbayar retribusi ;
- o Pasal4

I Slbyelc Refritnsi adalah orang pribadi atan bades yang mendspadan jasa =
Bt pemerihaan alatpemadam kebakarm

BAB l]I
. . OCOLONOAN RETRIBUSI
Pasal 5.

Retnbun pemenksaan alat pemad-n lnebakaraa digolongkan sebngal
retnbusuasatamm. o _

oo "BAB IV
L SRUK'I'URDANBESARNYATARIP REIRIBUSI
- : - Pasal 6

R (l) Stmktur tanp dlgolongkm berdasakm jems dan ukuran alat pemadap

kebakarm pertabung ;
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(2) Stmiktur dan besamya tanp aebagalmana dimskeud pada ayat (1)
dltetnpkm sebagai benklt :

a Jmledanaejemmya‘ : o
- Tabuog isi sampai denganzs hter - Rp. 2.000,~

Tabmg iai lebih dari 25 liter . . Rp. 3.000,-

b Jems D:y Powder (se:buk) Gea Coz, Haloo dm aejenianya
‘. =  Berat sampai dengm6kg - - Rp. 3.000,-
- Herat lebih dari 6 kg s/d 20 ks Rp. 4.000,-
. = Beratlebihdari20kg . ~  Rp. 5.000,

¢ Hidraet dankelenglupamya peramt _ Rp. 3.000,-

. " BAB YV ..
PEMERIKSAAN
. Pasal 7

(l) ;&lut pemadam kebakeran ysog | berdasarken pemeriksagn tidak
berfisigsi, Pemnhk ~alat pemadam kebakaran wa_pb melalodem
~ perbaikan ; : :

(2) Alat pemadam kebakatan yang berdalatkan basil pemeriksaan mdsh
habis atau kedaluwaraa, pnmhk'penggma wapb melakukan pengisian
ulaog : o

L (3) Pemeriksamn slat pemadam kebskersn dilskukan oleh spmat dsersh

pemadamlcebakarnn.

- berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang.

. BAB VI -
WILAYAH PEMUNGUTAN
- Pasal S

Relribusl yang terbutang dlpungut dlwdsyah daerah tempat pemeriksaan alat

"BAB VB
" MASARETRIBUSI DAN SAAT REIRIBUSI TERUTANG
. Pasal9

oy -

Masa’ Retribusi adalsh, jangka wakdu yang lamanya 1 (satu) kali -

" Pasal 11
Retnbun terbutang terjadi pada saat dul&rbllkamxya SKRD atau Dokumen

__lamyangdl persamakm.

: ' BAB VIII -
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
- DANPENAGIHAN
Pasgal 12

" (1) Pemungutm retribusi tidak dapat diborongkm;



(2) Retribusi dnpung:t dengan meng:mkm SKRD atau dokumen ]ain ysog
dnpmamkan. e -

| Pml 3
(l) Pembayarm Rembun yang tetbumng barus dnlunam sckaligns.

(2) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi
dntetspkan leblhlnuut oleh Bupati _

B A B IX:
KEIENI‘UAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
. Pasal 14

(1) Pelanggaran tetbadap ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Pasal
7 dan 8 Peratman Daerah ini diancam dengan hukuman kurungsn paling
lama 3 (tiga) bulan otaa denda palmg baaynk scbesar Rp. 5.000.000,-
(lima Juta rupiah) ; : :

(2) 'l'indak pldana lebagnmana dlmaksud pada ayu (1) adalsh pelanggaraa
" Pasal 15

(1) Pq;abﬁt pegawai 'Negen Slpll tertentu diliaglamgan Pemerintal
. Dacrah diberi wewenang kbusus sebagai penyidik untuk melalukan
peuyidikan tindak pndam dibidang retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik lebagalmana dimaksad pada ayat (1) adalab
‘8, . Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti ketmngan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
Daerah agar keterangan alau I:poran lerselmt menjadi lebih lengkap
~ danjelaa; _
b, Meneliti, mencari den mengumymiken keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebeoaran perimatan yang dilakukan
_ leblblmgan dengan tindak pidana retribusi daerah ; :
¢. Meminta ketemngan dao behan bidti dari orang pnbadl atan badsn
. scbulmngan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- d Memeriksa buku-bukn, catatan-catatan dan :kdumen-dohnnen lain
' berkenaan dengan tindak pidma dibidang retribusi daerah; .
~¢. Melalndmn peoggeledshan nnhd: mendapadan balmn  Inddi
. pendmkuan, pencatatan dan ddommen-dokumen lain serta melalorkan
~ peunyitasn terhadap baban bukti tersebut ;
- £ Memiota bantuan tennga ehli dalam rangka peloksansan togas
© + - penyelidikan tindak pidum dibidang retribusi daersh ; ,
8 Menyuruh berbenti, melsrang geseorang menmgalkan ruangen atsn
. tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atsu dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
: pada burufc;
- b Memotret seneomg yang berkaiten densan tindak pidana Retribusi
Deersh;
A -Memangll orang untud dxdqar keterangan dan diperiksa tcbmn
tersangin ateu aaksi; =
J.  Menghentikan penyidikan ;



k. . Melakukan tindakan Inin yang perlu untuk kelancaran penyidiken
.timlak pidana dibidang retribusi Daerah menunst hukum yang dsgrat
dzpertanggmg Jawabkan. 7, . :

- (3) Penyldik sebagmmma dmmkmd ayst (l) pasal ini memberitatad m :

- dimaiainya penyidikan dan menyompaikan hasil penyidikannya kepada -

- pemmtut omum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang |
mdangNnmorSTa!nm 1981 tentanngiannAcaraPldana. S

| BABX
KETENTUAN PENUTUP
T Pamsl 6

Hal-bal .ymg belum cuhp diatur dﬂm Peraturan Daerah ioi, sepanjang. :
mengena: pelaksmaam:yalhm dxtetapkan lebxh lmjut oleh Bupati. =

: . Pasal 17
Peratmm Daerdl ini mulaj berldn pada tmggal d:mdmgkm

Agar tet:ap mang chpal mengel:rlnuuya, memerintshkan pengmdangm .
Peraturan Daerah ini dengan penempatamya dalam Lembaran Daerah :
Kabq:aten Paciten.

Du"etqshm i Pacitas
Pada Tauggal 8 - 7-2002




j. Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang -

dapat dlpertanggung jawabkan

" (3) Penyidik sebagalmana dlmaksud ayat (l) pasal ini memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur datam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- BAB X -
- KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang -

- mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- Pasal 17

Peraturan Daérah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacntan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 8§ -7-2002

BUPATI PACITAN
~ Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 9 - 7 -2002

Pembina Utama Madya
NIP 510049978

' Lembaran Daerah Kabupaten Pacntan Tahun 2002 Nomor 10 Sen C.



